BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian di Desa Naob, dapat disimpulkan sebagai
berikut:

1. a. Peran penyuluh pertanian dengan nilai rata-rata 13,122 yang berarti
peran penyuluh pertanian di Desa Naob dalam kategori Sangat
Berperan.

b. Pengembangan kelompok tani dengan nilai rata-rata 2,376 yang berarti
pengembangan kelompok tani di Desa Naob dalam Kkategori
Berkembang.

1. Hasil analisis korelasi signifikan (nyata) pada taraf 1% yang berarti
semakin tinggi peran penyuluh pertanian maka semakin meningkatnya
pengembangan kelompok tani.

5.2 Saran

1. Pemerintah tetap mendukung Penyuluh untuk pemberdayaan masyarakat
petani untuk meningkatkan penghasilan masyarakat dan meningkatkan
perekonomian Daerah.

2. Perlu ditingkatkan hubungan dan kerjasama yang saling menguntungkan
dengan sesama petani Desa Naob guna mencapai tujuan bersama.

3. Adanya pengembangan sistem pelatihan pertanian agar petani berperan
aktif dan dapat menerapkannya terhadap kegiatan hasil pertanian mereka.
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